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Masal ah tanah adalah masalah yang menyangkut hak rakyat yang paling dasar.Tanah disamping mempunyai
nilai ekonomis juga berfungsi sosial, oleh karenaitulah kepentingan pribadi atas tanah tersebut dapat
dikorbankan guna kepentingan umum. Masalah pembebasan tanah sangat rawan dalam penanganannya,
karena di dalamnya menyangkut hajat hidup orang banyak. Tanah Negara yang tersedia sangatlah terbatas,
oleh karenaitu satu-satunya cara yang dapat ditempuh adalah dengan membebaskan tanah milik masyarakat.
Proses pembebasan tanah tidak akan pernah lepas dengan adanya masalah ganti rugi. Apabilatelah tercapai
suatu kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, maka baru dilakukan pembayaran ganti rugi
kemudian dilanjutkan dengan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah yang bersangkutan.Apabila
pembebasan tanah melalui musyawarah tidak mendapatkan jalan keluar antara pemerintah dengan
pemegang hak atas tanah, Fenomena yang terjadi dalam pembebasan tanah salah satunya adal ah kerap
terjadinya sengketa diantara para pihak yang mengklaim memiliki hak yang sama atas satu bidang tanah.
Sengketaini perlu dicarikan jalan keluarnya baik dengan musyawarah diantara para pihak sendiri maupun
dengan bantuan pihak lain (mediator) dalam hal ini adalah Panitia Pengadaan Tanah (P2T). Peran mediator
inilah yang menjadi objek dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa didalam menangani
sengketa pertanahan, Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Jakarta Timur sebagai pelaksana kegiatan pengadaan
tanah mengedepankan penggunaan mediasi dalam menyelesaikan sengketa tersebut dengan mengacu pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan mediasi dimaksudkan sebagai proses alternatif
penyelesaian sengketa melalui intervensi pihak ketiga sebagai penengah (mediator) namun kesepakatan
yang dihasilkan adalah hasil pelibatan peran serta para pihak secara aktif. Mediasi memberikan kepada para
pihak perasaan kesamaan kedudukan, sehingga solusi/kesepakatan atas suatu permasalahan dapat lebih cepat
tercapai.
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